PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
F‘US_A:T PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JIn. Raya Sempidi Mengwi - Badung Telp. (0361) 9009241 Kode Pos 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan vang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan  penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan Standar Pelayanan:

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayvanan
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Badung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Badung tentang Penetapan Standar
Pelayanan pada Badan Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II dalam Wilayah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);



10.
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12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4848);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 -
2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masvarakat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

an:rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung
sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi ruang
lingkup:

a. Penerbitan Keputusan Bupati Badung tentang
Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

b. Penerbitan Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara;
Administrasi Satyalancana Karya Satya;

d. Penerbitan Surat Keputusan Bupati Badung tentang
Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian
Dalam Jabatan Fungsional;

e. Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/
Studi Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat
Struktural dan Teknis Fungsional Luar Daerah;

f. Penerbitan Keputusan Bupati Badung tentang Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil Strata 1 dan/atau
Diploma;

g. Penerbitan Keputusan Bupati Badung tentang Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil Strata 2 dan Strata 3;

h. Penerbitan Keputusan Bupati Badung tentang
Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

i, Penerbitan Keputusan Bupati Badung tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan

j. Penerbitan Keputusan Bupati Badung tentang Tugas
Belajar Pegawai Negeri Sipil.

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah,
aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai  akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 Nopember 2018

NIP: 19650817 193602 1007

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Badung sebagai Laporan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Arsip.



